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ABSTRAK 
 
Gagasan lembaga praperadilan ini lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak Habes 
Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental 
terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habes Corpus Act memberikan hak 
pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) 
pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya (polisi maupun jaksa) membuktikan bahwa 
penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah 
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peran hakim dalam mengadili keabsahan 
penahanan perkara dalam putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli 
adalah memeriksa perkara melalui mekanisme praperadilan sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan dan berdasarkan praktek peradilan yang telah berjalan. 
Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan dalilnya masing-masing 
terkait dengan keabsahan penahanan. Memeriksa keabsahan dengan disadarkan pada syarat-
syarat penahan di KUHAP dan memberikan putusan berdasarkan fakta-fakta di persidangan 
dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku. 
 
Kata Kunci : Analisa Hukum, Praperadilan. 
 
ABSTRACT 
 
Pretrial institutions idea was born from the inspiration that comes from the Corpus Habes rights 
in Anglo-Saxon legal system, which guarantees fundamental human rights, especially the right 
to freedom. Habes Corpus Act gives the right to a person to go through a subpoena demanding 
(challenging) officials who make arrests on him (police and prosecutors) proved that the 
detention was not unlawful (illegal) or specifically totally legitimate in accordance with the 
legal provisions applies. The role of judges in judging the validity of the case in ruling pretrial 
detention at High Cliff State Court Deli is examine cases through pretrial mechanisms as 
stipulated in the legislation and based on justice practices that have been run. Provide an 
opportunity for parties to prove their argument associated with each of the legality of the 
arrest. Check the validity of the made aware of the terms of anchoring in the Criminal Procedure 
Code and make a decision based on the facts in the hearing associated with the prevailing 
regulations. 
 
Keywords : Legal Analysis, Pretrial 
 
I. Pendahuluan 
Sejarah Internasional Hak Asasi 
Manusia (HAM) dimulai dengan lahirnya 
Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. 
Magna Charta antara lain mencanangkan 
bahwa raja yang tadinya memiliki kekuasaan 
absolut (raja yang menciptakan hukum, 
tetapi ia sendiri tidak terikat pada hukum), 
menjadi dibatasi kekuasaannya dan mulai 
dapat dimintai pertanggungjawaban di muka 
umum. Dari sinilah lahir doktrin raja tidak 
kebal hukum lagi dan mulai 
bertanggungjawab kepada hukum. 1 
                                                 
1 Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM), 
http://imadekariada.blogspot.com/2008/08/sejar
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 Lahirnya Magna Charta ini kemudian 
diikuti oleh perkembangan yang lebih 
konkret, dengan lahirnya Bill of Rights di 
Inggris pada tahun 1689. Pada masa itu 
mulai timbul adagium yang intinya adalah 
bahwa manusia sama di muka hukum 
(equality before the law). Adagium  ini 
memperkuat dorongan timbulnya negara 
hukum dan demokrasi. Untuk mewujudkan 
semua itu, maka lahirlah teori Roesseau 
tentang perjanjian masyarakat (contract 
social), Montesquieu dengan Trias 
Politikanya yang mengajarkan pemisahan 
kekuasaan guna mencegah tirani,  John Locke 
di Inggris dan Thomas Jefferson di Amerika 
dengan hak-hak dasar kebebasan dan 
persamaan yang dicanangkannya.  
Perlu juga diketahui The Four 
Freedoms dari Presiden Roosevelt yang 
dicanangkan pada tanggal 6 Januari 1941, 
dikutip dari Encyclopedia Americana, p.654 
tersebut di bawah ini : "The first is freedom of 
speech and expression everywhere in the 
world. The second is freedom of every person 
to worship God in his own way-everywhere in 
the world. The third is freedom from want 
which, translated into world terms, means 
economic understandings which will secure to 
every nation a healthy peacetime life for its 
inhabitants-everywhere in the world. The 
fourth is freedom from fear-which, translated 
into world terms, means a worldwide 
reduction of armaments to such a point and in 
such a through fashion that no nation will be 
in a position to commit an act of physical 
agression against any neighbor-anywhere in 
the world." Semua hak-hak ini setelah Perang 
Dunia II (sesudah Hitler memusnahkan 
berjuta-juta manusia) dijadikan dasar 
pemikiran untuk melahirkan rumusan Haks 
Asasi Manusia (HAM) yang bersifat 
universal, yang kemudian dikenal dengan 
The Universal Declaration of Human Rights 
yang diciptakan oleh PBB pada tahun 1948. 
Sejarah keberadaan lembaga 
Praperadilan yaitu diawali pada waktu 
Rancangan Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana diajukan oleh pemerintah dibawah 
Menteri Kehakiman Mudjono ke Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR)  pada akhir Tahun 
                                                                        
ah-hak-asasi-manusia.html,diakses pada tanggal 1 
Mei 2013 
1979, timbul reaksi keras dari masyarakat 
baik dari kalangan LBH/YLBHI, Persatuan 
Advokat Indonesia (Peradin), Akademisi 
maupun kalangan pers yang menanggap 
bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) 
tersebut amat buruk, bahkan lebih jelek dari 
Herzien Inlandsch Reglement (HIR) yang 
akan digantikannya.2 
Delegasi Komite bersama Peradin 
menggelar pertemuan dengan pihak 
pemerintah termasuk di dalamnya M. Jodi 
Santosa dan Adnan Buyung Nasution. 
Pemerintah menolak mencabut Rancangan 
Undang-undang KUHAP namun menyetujui 
untuk membuat draft yang baru bersama 
DPR dengan masukan-masukan baik dari 
Komite, maupun Peradin dan lembaga-
lembaga lainnya. Salah satu hal baru yang 
merupakan terobosan dalam pembuatan 
undang-undang baru itu adalah gagasan 
lembaga praperadilan. 
Gagasan lembaga praperadilan ini 
lahir dari inspirasi yang bersumber dari 
adanya hak Habes Corpus dalam sistem 
peradilan Anglo Saxon, yang memberikan 
jaminan fundamental terhadap hak asasi 
manusia khususnya hak kemerdekaan. Habes 
Corpus Act memberikan hak pada seseorang 
untuk melalui suatu surat perintah 
pengadilan menuntut (menantang) pejabat 
yang melakukan penahanan atas dirinya 
(polisi maupun jaksa) membuktikan bahwa 
penahanan tersebut adalah tidak melanggar 
hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar 
sah sesuai dengan ketentuan hukum yang 
berlaku. 
Menyikapi hal tersebut diatas, 
Mahkamah Agung mengeluarkan Surat 
Edaran Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 
1983 tentang Wewenang Pengadilan Negeri 
Untuk Melaksanakan Sidang Praperadilan 
Terhadap Seseorang yang Berstatus Militer. 
Selanjutnya Mahkamah Agung juga 
mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah 
Agung Nomor 5 Tahun 1985 tentang 
Penghentian Praperadilan. 
 Pasal 20 KUHAP telah mengatur 
tentang penahanan seorang tersangka 
sebagaimana diterangkan dibawah ini: 
                                                 
2 M. Jodi Santoso, Preaperadilan Versus 
Hak Komisaris,http://Jodisantoso.blogspot.com/, 
diakses pada tanggal 3 Maret 2013 
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(1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik, 
atau penyidik pembantu atas perintah 
penyidik sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 11 berwenang melakukan 
penahanan. 
(2) Untuk kepentingan penuntutan, 
penuntut umum berwenang melakukan 
penahanan atau penahanan lanjutan. 
(3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim 
di sidang pengadilan dengan 
penetapannya berwenang melakukan 
penahanan.3 
Ketentuan Pasal 20 ayat (1) KUHAP 
itu untuk kepentingan penyidikan, penyidik 
atau penyidik pembantu apabila yang 
terakhir ini mendapat perintah dari 
penyidik, maka mereka berwenang 
melakukan penahanan.  
Pasal 20 ayat (2) KUHAP 
menentukan bahwa untuk kepentingan 
penuntutan, penuntut umum berwenang 
melakukan penahanan atau penahanan 
lanjutan. Penahanan dilakukan oleh 
penuntut umum apabila sebelum 
dilakukannya penuntutan terdakwa tidak 
ditahan oleh penyidik, sedangkan penahanan 
lanjutan dilakukan apabila sebelum 
dilakukannya penuntutan terhadap 
terdakwa, terdakwa telah ditahan oleh 
penyidik.4 
 Lebih lanjut ketentuan Pasal 21 ayat 
(1) KUHAP dinyatakan tentang syarat-syarat 
yang harus dipenuhi oleh seorang penyidik 
dalam menjalankan wewenangnya untuk 
melakukan penahanan terhadap tersangka, 
khsususnya tersangka korupsi, dimana 
normatifnya merujuk ke Pasal 21 ayat (1) 
KUHAP yang isinya sebagai berikut:  
Perintah penahanan atau penahanan 
lanjutan dilakukan terhadap seorang 
tersangka atau terdakwa yang diduga 
keras melakukan tindak pidana 
berdasarkan bukti yang cukup, dalam 
hal adanya keadaan yang 
menimbulkan kekhawatiran bahwa 
tersangka atau terdakwa akan 
melarikan diri, merusak atau 
                                                 
3 P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, 
Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan 
Hukum Pidana & Yurisprudensi, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2010), halaman 118 
4 Ibid, halaman 119  
menghilangkan barang bukti dan 
atau mengulangi tindak pidana; 
Dasar menurut hukum terhadap 
penahanan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 KUHAP ialah harus adanya dugaan 
keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa 
orang itu melakukan tindak pidana, dan 
bahwa ancaman pidana terhadap tindak 
pidana itu adalah lima tahun ke atas, atau 
tindak pidana-tindak pidana tertentu yang 
ditentukan oleh undang-undang, meskipun 
ancaman pidananya kurang dari lima tahun. 
Dasar menurut hukum saja belum cukup 
untuk menahan seseorang, karena disamping 
itu harus ada dasar hukum menurut 
keperluan, yaitu adanya kekhawatiran 
bahwa tersangka atau terdakwa akan 
melarikan diri atau merusak/menghilangkan 
barang bukti, atau akan mengulangi tindak 
pidana. Sifat dari alasan menurut keperluan 
adalah alternatif berarti cukup apabila 
terdapat salah satu hal dari pada ketiga 
syarat-syarat tersebut.5 
Pra-peradilan atas penahanan oleh 
tersangka atau keluarganya atau kuasa 
hukumnya, dengan alasan bahwa syarat-
syarat yuridis tidak terpenuhi maka disinilah 
urgensi peran hakim pra peradilan. Salah 
satu fungsi hakim adalah penerap atau 
aplikator atas undang-undang, yang dalam 
pandangan Montesquieu hakim dipandang 
sempurna, tidak hanya sekedar subsumsi 
dari fakta dibawah peraturan perundang-
undang yang hendak diterapkan dan bukan 
hanya sekedar melakukan syllogisme dengan 
mayor minor dan conclusion – beit.6 
Mekanisme yang digariskan di dalam 
Pasal 79 KUHAP praperadilan dipimpin 
hakim tunggal untuk mengadili sah tidaknya 
suatu penahanan. Hakim sebagai harapan 
terakhir bagi pencari keadilan memiliki 
peran yang pundamental dan urgen. 
Mengadili dengan melihat dari berbagai 
aspek dengan mempertimbangkan juga 
aspek Hak Asasi Manusia (HAM) karena 
memang Hak asasi Manusia (HAM) dijadikan 
                                                 
5 Departemen Kehakiman Republik 
Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana,  (Jakarta: Yayasan   
Pengayom,  1982), halaman 8 
6 Oemar Seno Adji, Hukum – Hakim 
Pidana, (Jakarta: Erlangga, 1980), halaman 4 
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landasan pokok serta menjiwai KUHAP serta 
harus memperhatikan pula antara lain asas 
equal before the law, praduga tidak bersalah 
(persumsion of innotion) maka hak asasi 
seseorang dihormati dan dijunjung tinggi 
sesuai harkat dan martabatnya.7 
Pada sisi lain Hak Asasi Manusia 
(HAM) mempunyai arti fundamental bagi 
negara hukum yang memberikan gambaran 
mengenai karakter terbatas dari 
kewenangan pemerintah. Tindakan 
pemerintah yang memengaruhi kehidupan 
dan hak-hak milik warga negara dalam 
negara hukum, harus selalu dapat dijabarkan 
berdasarkan asas legalitas menjadi 
perundang-undangan formal. Pemberian 
kuasa sedemikian rupa menjadikan tindakan 
pemerintah selalu spesifik berupa tindakan 
hukum tertentu dari pemerintah yang 
diperbolehkan.8 
Tindakan pemerintah selalu 
membutuhkan motivasi tertentu, yang 
diambil dari pengelolaan kepentingan umum 
dan kewenangan pemerintah selalu spesifik 
bersifat terbatas. berlawanan dengan itu, di 
sisi lain ada kebebasan prinsip dari warga 
negara untuk melakukan dan membiarkan 
apa yang diinginkan, sejauh tidak ada 
kewenangan dari pemerintah untuk 
menghalangi kebebasan warga negara 
tertentu, walaupun kebebasan itu dijamin 
pada bidang-bidang yang terancam 
pelanggaran oleh Hak Asasi Manusia (HAM).9 
Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam 
penjelasannya menentukan bahwa hukum 
berperan sebagai pengatur kehidupan 
nasional. Upaya mewujudkan hal tersebut 
tentunya tidaklah mudah karena tidak hanya 
sistem hukum nasional yang harus dibangun 
dan ditertibkan, namun juga aparat negara 
terutama aparat penegak hukum sehingga 
diperoleh aparat yang bersih. Sesuai dengan 
                                                 
7 Departemen Kehakiman Republik 
Indonesia, Op.Cit., halaman 12 halaman 33 
8 Harifin A. Tumpa, Peluang dan 
Tantangan Eksistensi Pengadilan HAM di 
Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2010), halaman 59 
9 Ibid, halaman 60 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Nomor: X/MPR/1998.10 
Putusan Praperadilan tidak dapat 
diajukan kasasi, sebagaimana diatur di dalam 
Pasal 45A ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 
tentang Mahkamah Agung yaitu : 
(1) Mahkamah Agung dalam tingkat 
kasasi mengadili perkara yang 
memenuhi syarat untuk diajukan 
kasasi, kecuali yang oleh Undang-
Undang ini dibatasi pengajuannya. 
(2) Perkara yang dikecualikan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 
a. Putusan tentang praperadilan 
b. Perkara pidana yang diancam 
dengan pidana penjara paling 
lama 1 (satu) tahun dan/atau 
diancam pidana denda. 
c. Perkara tata usaha negara yang 
objek gugatannya berupa 
keputusan pejabat daerah yang 
jangkauan keputusannya  berlaku 
di wilayah daerah yang 
bersangkutan. 
Berikutnya diatur di dalam Pasal 83 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana, sebagaimana 
dijelaskan dibawah ini: 
(1) Terhadap putusan praperadilan 
dalam hal ini sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 
81 tidak dapat dimintakan banding 
(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) 
adalah putusan prpaeradilan yang 
menetapkan tidak sahnya 
penghentian penyidikan atau 
penuntutan, yang untuk itu dapat 
dimintakan putusan akhir ke 
pengadilan tinggi dalam daerah 
hukum yang bersangkutan. 
Adapun gugatan Praperadilan yang 
ada di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli 
adalah sebagai berikut:11 
Tabel 1 
                                                 
10 Leden Marpaung, 2005, Asas – Teori – 
Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 
2005), halaman 1 
11 Data Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 
Deli Tahun 2012 
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Jumlah Perkara Praperadilan di Pengadilan 
Negeri Tebing Tinggi Deli 
No Tahun Jumlah  
1 2010 6 
2 2011 6 
3 2012 4 
 Jumlah 16 
Sumber: Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 
Deli Tahun 2012 
 
Data tersebut diatas, menunjukkan 
bahwasanya gugatan praperadilan di 
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli terus 
ada setiap tahunnya. Berangkat dari hal 
tersebut perlu dikaji mengenai pengaturan 
praperadilan dalam sistem hukum acara 
pidana di Indonesia.  Analisa hukum 
terhadap putusan praperadilan pada 
putusan Nomor 01/Pra.Pid/2012/PN.TTD 
dan No. 03/Pra.Pid/2012/PN.TTD serta  
peran hakim dalam mengadili keabsahan 
penahanan perkara praperadilan di 
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli.  
 
II. Pengaturan Praperadilan dalam 
Sistem Hukum Acara Pidana di 
Indonesia 
 
1. Praperadilan Dalam Sistem Hukum 
Acara Pidana di Indonesia  
Menurut Pasal 1 Angka 10 KUHAP 
menentukan bahwa praperadilan adalah 
wewenang pengadilan negeri untuk 
memeriksa dan memutus, tentang:  
(a).  sah atau tidaknya suatu 
penangkapan dan atau 
penahanan atas permintaan 
tersangka atau keluarganya 
atau pihak lain atas kuasa 
tersangka;  
(b).  sah atau tidaknya penghentian 
penyidikan atau penghentian 
penuntutan atas permiantaan 
demi tegaknya hukum dan 
keadilan;  
(c).  permintaan ganti kerugian atau 
rehabilitasi oleh tersangka atau 
keluarganya atau pihak lain 
atas kuasanya yang perkaranya 
tidak diajukan ke pengadilan.12  
Wewenang pengadilan negeri yang 
dimaksudkan dalam rumusan itu, 
sesungguhnya satu hal yang khusus karena 
bukan yang pokok dan utama, sebab tugas 
pokok pengadilan negeri adalah untuk 
memeriksa dan mengadili perkara pidana, 
sengketa keperdataan dan seterusnya. 
Menurut  Pasal 77 KUHAP, disebut adanya 
wewenang untuk memeriksa dan memutus 
perkara yang khusus diajukan dengan 6 
(enam) alasan, yakni (1) sah/tidaknya 
penangkapan; (2) sah/tidaknya penahanan; 
(3) sah/tidaknya penghentian penyidikan; 
(4) sah/tidaknya penghentian penuntutan; 
(5) permintaan ganti kerugian; (6) 
permintaan rehabilitasi. Dua alasan yang 
pertama tentang sah/tidaknya penangkapan 
dan penahanan serta dua yang terakhir 
tentang permintaan ganti kerugian dan 
rehabilitasi adalah perlindungan bagi hak-
hak tersangka/terdakwa. Upaya kontrol 
terhadap proses penyidikan agar dalam 
melakukan penangkapan dan penahanan, 
supaya wajib dipenuhi syarat hukum 
sebagaimana diatur KUHAP. Syarat-syarat 
yang dilindungi itu hanyalah yang bersifat 
administrasi teknis formalitas yuridis. Masih 
belum termasuk di dalamnya kesalahan 
penangkapan dan penahanan, misalnya 
karena tersangka/terdakwa disiksa, 
diintimidasi, dan mengalami tekanan mental 
psikis. Mengapa demikian? Apakah 
penyiksaan (fisik) dan intimidasi (fsikis) 
dalam penangkapan dan penahanan bukan 
termasuk kesalahan.13  
Secara terminologi atau dipisah 
antara kata pra dan peradilan. Pra berarti 
sebelum, sedangkan peradilan adalah proses 
penegakan hukum dalam mencari keadilan 
dalam sebuah institusi yang disebut 
pengadilan. Praperadilan lebih diartikan 
sebagai istilah yang sama dengan 
prajudikasi. Prajudikasi lebih pada tingkat 
penyidikan, penyelidikan, dan setelah itu 
berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan 
oleh penuntut umum dalam bentuk 
                                                 
12 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana 
Indonesia Dalam Sirkus Hukum, (Ghalia Indonesia, 
2009), halaman 192 
13 Ibid.  halaman 192-193 
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requisitor yang masuk di area pengadilan. 
Adapun proses pemeriksaan di pengadilan 
disebut sebagai adjudikasi.  
Pra-adjudikasi yang disandingkan 
dengan praperadilan pada dasarnya tidak 
tepat. Pasal 1 butir 10 memberikan arti yang 
berbeda. Praperadilan tidak diartikan dalam 
proses penyelidikan dan penyidikan semata. 
Melainkan adanya bantahan oleh tersangka, 
kuasa hukumnya, ahli waris, terhadap tidak 
sahnya tindakan penyidik dalam upaya 
paksa oleh penyidik terhadap penangkapan 
(arrest), penahanan (detention), 
penggeledahan (search) dan penyitaan 
(seizure). Bantahan itu dapat diajukan ke 
pengadilan negeri untuk dinilai oleh hakim 
tunggal dengan acara pemeriksaan cepat, 
yang diputuskan dalam waktu tujuh hari 
oleh pengadilan negeri. 
Menurut Hamzah menitik-beratkan 
praperadilan sebagai pemeriksaan 
pendahuluan yang dilakukan oleh hakim 
terhadap kewenangan kepolisian dan 
kejaksaan. Di Negara Prancis pemeriksaan 
pendahuluan yang dimaksud tidak hanya 
pada tindakan tidak sahnya penangkapan, 
penggeledahan dan penyitaan, namun hakim 
ikut serta melakukan pemeriksaan 
pendahuluan, apakah tindak pidana tersebut 
layak masuk sebagai objek/ kompetensi 
pengadilan atau tidak. 
Praperadilan yang berlaku di 
Indonesia maupun di Eropa memiliki arti 
penting dalam proses peradilan, banyak hal 
yang akan dicapai dalam mengadili suatu 
tindak pidana, salah satunya adalah keadilan 
bagi korban maupun bagi tersangka atau 
terdakwa. Khususnya bagi tersangka atau 
terdakwa, proses hukum yang dijalaninya 
secara absolut harus sesuai dengan norma 
hukum yang berlaku, harus dijamin dan 
dipelihara hak-haknya sebagai manusia. 
Proses hukum berlandaskan norma hukum 
yang berlaku maka perlu suatu kontrol dari 
berbagai pihak. Upaya hukum praperadilan 
secara filosofi hukum, undang-undang 
memberi kesempatan bagi tersangka atau 
terdakwa untuk mengajukan praperadilan 
demi menguji apakah negara melalui aparat 
hukumnya telah memperlakukannya sebagai 
manusia yang dijamin hak asasinya. 
Berdasarkan konsideran Undang-
undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang hukum 
acara pidana antara lain menegaskan bahwa 
negara Indonesia adalah negara hukum 
berdasarkan pancasila dan Undang-undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang menjunjung tinggi hak asasi 
manusia serta menjamin segala warga 
negara bersamaan kedudukannya di dalam 
hukum.14 
Perwujudan dari negara hukum yang 
menjunjung hak asasi manusia di Negara 
Indonesia adalah dengan membuka peluang 
kepada setiap warga negara yang menjalani 
proses hukum untuk mengajukan 
praperadilan demi mengadili atas tata cara 
dan mekanisme hukum yang dijalaninya 
apakah telah sah berdasarkan norma hukm 
yang berlaku. 
Tujuan praperadilan dapat diketahui 
dari penjelasan pasal 80 KUHAP yang 
menegaskan “bahwa tujuan dari 
praperadilan adalah untuk menegakan 
hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana 
pengawasan horizontal”. Esensi dari 
praperadilan, untuk mengawasi tindakan 
upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik 
atau penuntut umum terhadap tersangka, 
supaya tindak itu benar-benar dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan undang-undang, 
benar-benar proporsional dengan ketentuan 
hukum, merupakan tindakan yang 
bertentangan dengan hukum. Maksud atau 
tujuan praperadilan tersebut adalah 
meletakan hak dan kewajiban yang sama 
antara yang memeriksa dan yang diperiksa. 
Menempatkan tersangka bukan sebagai 
objek yang diperiksa, penerapan asas 
aqusatoir dalam hukum acara pidana, 
menjamin perlindungan hukum dan 
kepentingan asasi. Hukum memberikan 
sarana dan ruang untuk menuntut hak-hak 
yang diberi melalui praperadilan secara 
detail Yahya Harahap (2002) 
mengemukakan “lembaga peradilan sebagai 
pengawasan horizontal atas tindakan upaya 
paksa yang dikenakan terhadap tersangka 
selama ia berada dalam pemeriksaan 
penyidikan atas penuntutan, agar benar-
benar tindakan itu tidak bertentangan 
                                                 
14 Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 
tentang hukum acara pidana 
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dengan ketentuan hukum dan undang-
undang.15 
 
1.1 Kewenangan Praperadilan  
Eksistensi dan kehadiran 
Praperadilan, bukan merupakan lembaga 
peradilan tersendiri. Tetapi hanya 
merupakan pemberian wewenang dan fungsi 
baru yang dilimpahkan KUHAP kepada 
setiap pengadilan Negeri, sebagai wewenang 
dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang 
telah ada selama ini.  Wewenang dan fungsi 
Pengadilan Negeri mengadili dan memutus 
perkara pidana dan perkara perdata sebagai 
tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi 
diberi tugas tambahan untuk menilai sah 
atau tidaknya penahanan, penyitaan, 
penghentian penyidikan atau penghentian 
penuntutan yang dilakukan oleh penyidik 
atau penuntut umum, yang berwenang 
pemeriksaannya diberikan kepada 
Praperadilan. Menurut Pasal 1 butir 10 
KUHAP, yang menegaskan:  
Praperadilan adalah wewenang 
Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan 
memutus menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini, tentang: 
a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan 
atau penahanan atas permintaan 
tersangka atau keluarganya atau pihak 
lain atas kuasa tersangka; 
b. Sah atau tidaknya penghentian 
penyidikan atau penghentian 
penuntutan atas permintaan demi 
tegaknya hukum dan keadilan; 
c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi 
oleh tersangka atau keluarganya atau 
pihak lain atas kuasanya yang 
perkaranya tidak diajukan ke 
pengadilan.16   
Rumuskan Pasal 1 butir 10 yang 
dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP, 
menjelaskan:  
                                                 
15Tujuan dan Wewenang Praperadilan,  
http://www.negarahukum.com/hukum/tujuan-dan-
wewenang-praperadilan.html, diakses pada tanggal 
10 Oktober 2012 
16 Yahya Harahap, Pembahasan 
Permasalahan dan Penerapan KUHAP 
(Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, 
dan Peninjauan Kembali), (Jakarta: Sinar Grafika, 
2008), halaman 1-2 
Pengadilan Negeri berwenang 
untuk memeriksa dan memutus, 
sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam undang-undang ini 
tentang: 
1) Sah atau tidaknya 
penangkapan, penahanan, 
penghentian penyidikan atau 
penghentian penuntutan. 
2) Ganti kerugian dan atau 
rehabilitasi bagi seorang yang 
perkara pidananya 
dihentikan pada tingkat 
penyidikan atau 
penuntutan.17  
 
Berarti, seorang tersangka yang 
dikenakan tindakan penangkapan, 
penahanan, penggeledahan atau penyitaan, 
dapat diminta kepada Praperadilan untuk 
memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang 
dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka 
dapat mengajukan pemeriksaan kepada 
Praperadilan, bahwa tindakan penahanan 
yang dikenakan pejabat penyidik 
bertentangan dengan ketentauan Pasal 21 
KUHAP. Penahanan yang dilakukan sudah 
melampaui batas waktu yang ditentukan 
Pasal 24 KUHAP.18 
Praperadilan telah berlaku sejak 
diundangkannya Undang-undang Nomor: 8 
tahun 1981 tentang hukum acara pidana di 
dunia peradilan Indonesia. Praperadilan 
merupakan salah satu lembaga yang 
diperkenalkan KUHAP di tengah-tengah 
kehidupan penegakan hukum. Praperadilan 
dalam KUHAP, ditempatkan dalam Bab X, 
Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian 
ruang lingkup wewenang mengadili bagi 
pengadilan negeri. 
2. Acara Sidang Praperadilan 
Praperadilan adalah satu kesatuan 
dan merupakan bagian yang tak terpisah 
dengan Pengadilan Negeri. Semua kegiatan 
dan tata laksana Praperadilan tidak terlepas 
dari struktur dan administrasi yustisial 
Pengadilan Negeri. Segala sesuatu yang 
menyangkut administrasi dan pelaksanaan 
tugas Praperadilan, berada dibawah ruang 
lingkup kebijaksanaan  dan tata laksana 
                                                 
17 Ibid 
18 Ibid, halaman 5 
Jurnal Mercatoria Vol. 6 No. 1/Juni 2013                                   ISSN No:1979-8652 
 
30 
 
Ketua Pengadilan negeri. Berdasarkan 
kenyataan ini, apa pun yang hendak diajukan 
kepada Pengadilan, tidak terlepas dari tubuh 
Pengadilan Negeri. Semua permintaan yang 
diajukan kepada Praperadilan,melalui Ketua 
Pengadilan Negeri.19 Sehubungan dengan itu, 
pengajuan permintaan pemeriksaan 
Praperadilan, dapat diuraikan seperti 
berikut: 
a. Permohonan Ditujukan Kepada Ketua 
Pengadilan Negeri 
Permohonan yang hendak diajukan 
untuk diperiksa oleh Praperadilan diajukan 
kepada Ketua Pengadilan Negeri yang 
meliputi daerah hukum tempat di mana 
penangkapan, penahanan, penggeledahan, 
atau penyitaan itu dilakukan. Atau diajukan 
kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat di 
mana penyidik atau penuntut umum yang 
menghentikan penyidikan atau penuntutan 
berkedudukan.  
b. Permohonan Diregister dalam Perkara 
Praperadilan 
Panitera menerima permohonan, 
diregister dalam perkara Praperadilan. 
Kemudian segala permohonan yang diajukan 
ke Pengadilan, dipisahkan registrasinya dari 
perkara pidana biasa. Administrasi yustisial 
praperadilan dibuat tersendiri terpisah dari 
administrasi perkara biasa.   
c. Ketua Pengadilan Negeri Segera 
Menunjuk Hakim dan Panitera 
Penunjukan sesegera mungkin hakim 
dan penitera yang akan memeriksa 
permohonan, merujuk kepada ketentuan 
Pasal 82 ayat (1) huruf a, yang menegaskan 
bahwa dalam waktu 3 (tiga) hari setelah 
diterima permintaan, hakim waktu 3 (tiga)  
hari setelah diterima permintaan, hakim 
yang diajukan menetapkan hari sidang. Agar 
yang dituntut pasal tersebut dapat 
dilaksanakan secara tepat setelah pencatatan 
dalam register, panitera menentukan kepada 
Ketua Pengadilan Negeri untuk segera 
menunjuk dan menetapkan hakim dan 
penitera yang akan bertindak memeriksa 
permohonan. Atau kalau Ketua Pengadilan 
Negeri telah menetapkan satuan tugas yang 
khusus scara permanen, segera 
melimpahkan permintaan itu kepada pejabat 
satuan tugas tersebut.  
                                                 
19 Yahya Harahap. Op.Cit., halaman 12 
d. Pemeriksaan Dilakukan Dengan Hakim 
Tunggal 
Hakim yang duduk dalam 
pemeriksaan sidang Praperadilan adalah 
hakim tunggal. Semua permohonan yang 
diajukan kepada Praperadilan, diperiksa dan 
diputus oleh hakim tunggal. Hal ini 
ditegaskan dalam Pasal 78 ayat (2), yang 
berbunyi: Praperadilan  dipimpin oleh hakim 
tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan 
Negeri dan dibantu oleh seorang penitera.   
e. Tata Cara Pemeriksaan  Praperadilan 
Mengenai tata cara pemeriksaan 
sidang Praperadilan, diatur  dalam Pasal 82 
KUHAP serta berikutnya. Bertitik tolak dari 
ketentuan dimaksud, pemeriksaan sidang 
Praperadilan dapat dirinci sebagai berikut: 
1) Penetapan hari sidang 3 (tiga) 
hari sesudah diregister. 
Demikian penegasan Pasal 82 
ayat (1) KUHAP huruf a, yakni 3 
(tiga) hari sesudah diterima 
permohonan, hakim yang 
ditunjuk menetapkan hari sidang. 
Penghitungan penetapan hari 
sidang, bukan dari tanggal 
penunjukan hakim oleh Ketua 
Pengadilan Negeri. Akan tetapi 
dihitung 3 (tiga)  hari dari 
tanggal penerimaan atau 3 (tiga) 
hari dari tanggal registrasi 
dikepaniteraan. 
2) Pada hari penetapan sidang 
sekaligus hakim menyampaikan 
panggilan. 
Tata cara inilah yang sebaiknya 
ditempuh, agar dapat dipenuhi 
proses pemeriksaan yang cepat 
seperti yang ditegaskan Pasal 82 
ayat (1)  KUHAP huruf c, yang 
memerintahkan pemeriksaan 
Praperadilan dilakukan dengan 
“cara cepat”, dan selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari hakim 
harus menjatuhkan putusan. 
Kalau begitu, adalah bijaksana 
apabila pada saat penetapan hari 
sidang, sekaligus disampaikan 
panggilan kepada pihak yang 
bersangkutan yakni pemohon 
dan pejabat yang bersangkutan, 
yang menimbulkan terjadinya 
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permintaan pemeriksaan 
Praperadilan. Jadi, yang dipanggil 
dan yang diperiksa dalam sidang 
Praperadilan, bukan hanya 
pemohon, tetapi juga pejabat 
yang menimbulkan terjadinya 
alasan permintaan pengajuan 
pemeriksaan Praperadilan.  
3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) 
hari putusan sudah dijatuhkan. 
Begitulah yang diperintahkan 
Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP . 
pemeriksaan dilakukan dengan 
“cara cepat”, dan selambat-
lambatnya 7 (tujuh)  hari hakim 
harus menjatuhkan putusan. 
Akan tetapi, ketentuan ini sendiri 
tidak menjelaskan sejak kapan 
dihitung masa tenggang yang 7 
(tujuh) hari tersebut. Apakah 
dihitung dari tanggal penerimaan 
atau dari tanggal registrasi, tidak 
dijelaskan. Memperhatikan hal 
tersebut, ketentuan pasal ini 
kurang jelas. Akibatnya, bisa 
menimbulkan selisih pendapat 
dalam penerapan. Ada yang 
berpendapat, perhitungan 
tenggang waktu 7 (tujuh ) hari, 
dihitung dari tanggal penetapan 
hari sidang. Sebaliknya pihak 
pemohon atau penasehat 
hukumnya berpendapat, dihitung 
dari tanggal penerimaan 
permohonan atau dari tanggal 
registrasi.20   
b. Acara Sidang Praperadilan 
Praperadilan adalah satu kesatuan 
dan merupakan bagian yang tak terpisah 
dengan Pengadilan Negeri. Semua kegiatan 
dan tata laksana Praperadilan tidak terlepas 
dari struktur dan administrasi yustisial 
Pengadilan Negeri. Segala sesuatu yang 
menyangkut administrasi dan pelaksanaan 
tugas Praperadilan, berada dibawah ruang 
lingkup kebijaksanaan dan tata laksana 
Ketua Pengadilan Negeri. 
c. Pengaturan Wewenang dalam 
Praperadilan  
1) Sah Tidaknya Penangkapan 
                                                 
20 Ibid, halaman 11-14 
penangkapan bertujuan untuk 
memudahkan proses penyelidikan atau 
penyidikan atau penuntutan, yakni 
pengekangan kebebasan seseorang 
tersangka untuk waktu tertentu, yakni untuk 
waktu satu hari berdasarkan Pasal 19 ayat 
(1) KUHAP. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 
butir 20 Undang-undang Nomor: 8 tahun 
1981 tentan hukum acara pidana 
menegaskan bahwa: 
Penyidik tidak juga serta merta dapat 
melakukan penangkapan terhadap seorang 
tersangka, akan tetapi harus berdasarkan 
bukti yang cukup tentang tindak pidana yang 
disangkakan oleh kepada tersangka. Tentang 
terdapatnya cukup bukti di dalam ketentuan 
Pasal 1 butir 20 tersebut kemudian diatur 
dalam Pasal 17 KUHAP yang pada intinya 
menyatakan penangkapan dilakukan dengan 
bukti permulaan yang cukup, bunyi pasal 
tersebut yakni:  
Perintah penangkapan dilakukan 
terhadap seorang yang diduga 
keras melakukan tindak pidana 
berdasarkan bukti permulaan 
yang cukup. 
 
Bukti permulaan yang cukup 
tersebut yang terlebih dahulu diperoleh oleh 
penyidik. Namun demikian bukan 
sembarangan bukti yang dapat dijadikan 
dasar untuk itu, akan tetapi bukti tersebut 
harus dapat dijadikan alasan dan 
argumentasi yuridis untuk menduga keras 
seorang melakukan kesalahan. Bukti 
tersebut adalah bukti yang sah menurut 
ketentuan Pasal 184 KUHAP. 
Penilaian yuridis tentang telah 
adanya bukti permulaan yang cukup adalah 
ditafsirkan dengan ketentuan Pasal 183 
KUHAP, dimana harus mencapai minimal 
dua alat bukti, ini menjadi standard yuridis 
tentang bukti permulaan yang cukup 
tersebut, itulah ambang batas minimal 
pemenuhan bukti permulaan yang cukup. 
Demikian pula bukti-bukti tersebut harus 
dapat menguatkan dan menyakinkan 
penyidik tentang adanya tindak pidana atau 
kesalahan tersangka, disamping itu juga 
dengan bukti tersebut menyatakan 
tersangka adalah pelaku kesalahan tersebut.  
Penjelasan Pasal 17 KUHAP 
dinyatakan yang dimaksud dengan bukti 
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permulaan yang cukup ialah bukti 
permulaan untuk menduga adanya tindak 
pidana sesuai dengan Pasal 1 butir 14 
KUHAP. Kemudian penjelasan Pasal 17 
tersebut menyatakan bahwa perintah 
penangkapan tidak dapat dilakukan dengan 
sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada 
mereka yang betul-betul melakukan tindak 
pidana.21  
Wewenang untuk melakukan 
penangkapan dimiliki oleh penyelidik atas 
perintah penyidik guna kepentingan 
penyelidikan. Untuk kepentingan 
penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu 
berwenang melakukan penangkapan 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 16 
Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 
tentang hukum acara pidana yang berbunyi:  
(1) Untuk kepentingan 
penyelidikan, penyelidik 
atas perintah penyidik 
berwenang melakukan 
penangkapan.  
(2) Untuk kepentingan 
penyidikan, penyidik dan 
penyidik pembantu 
berwenang melakukan 
penangkapan, 
 
Uraian diatas dapat dinyatakan 
sebagai syarat materil suatu penangkapan. 
Syarat formil suatu penakapan yakni harus 
disertai dengan surat perintah penangkapan 
yang mencantumkan identitas lengkap dari 
tersangka, hal itu dinyatakan dalam Pasal 18 
ayat (1)  KUHAP yang berbunyi:  
(1) Pelaksanaan tugas 
penangkapan dilakukan 
oleh petugas kepolisian 
negara Republik Indonesia 
dengan memperlihatkan 
surat tugas serta 
memberikan kepada 
tersangka surat perintah 
penangkapan yang 
mencantukan identitas 
tersangka dan 
menyebutkan alasan 
penangkapan serta uraian 
singkat perkara kejahatan 
                                                 
21 Yahya Harahap, Op.Cit., halaman 158 
yang dipersangkakan serta 
tempat ia diperiksa. 
   
Penangkapan terhadap pelaku tindak 
pidana dengan tertangkap tangan dilakukan 
pada saat berlangsung tindak pidana, hal 
tersebut dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (2) 
Undang-undang Nomor: 8 tahun 1981 
tentang hukum acara pidana yang 
menyatakan:  
(2) Dalam hal tertangkap 
tangan penangkapan 
dilakukan tanpa surat 
perintah, dengan 
ketentuan bahwa 
penangkap harus segera 
menyerahkan tertangkap 
beserta barang bukti yang 
ada kepada penyidik atau 
penyidik pembantu yang 
terdekat. 
 
Berdasarkan pasal tersebut 
menyiratkan untuk dapat dinyatakan sebagai 
tertangkap tangan harus adanya bukti yang 
ada pada saat terjadinya peristiwa pidana 
(feit), karena itu makanya ketika seorang 
dinyatakan tertangkap tangan maka petugas 
kepolisian yang menangkap harus membawa 
pelaku dan barang bukti untuk diserahkan 
kepada penyidik.  
Tersangka pelaku pelanggaran tidak 
dilakukan penangkapan, kecuali dalam hal 
dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-
turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa 
alasan yang sah Pasal 19 ayat (2) KUHAP. 
Penyidik tidak juga serta merta dapat 
melakukan penangkapan terhadap seorang 
tersangka, akan tetapi harus berdasarkan 
bukti yang cukup tentang tindak pidana yang 
disangkakan oleh kepada tersangka. Tentang 
terdapatnya cukup bukti di dalam ketentuan 
Pasal 1 butir 20 tersebut kemudian diatur 
dalam Pasal 17 KUHAP yang pada intinya 
menyatakan penangkapan dilakukan dengan 
bukti permulaan yang cukup, bunyi pasal 
tersebut yakni:  
Perintah penangkapan dilakukan 
terhadap seorang yang diduga keras 
melakukan tindak pidana 
berdasarkan bukti permulaan yang 
cukup. 
Jurnal Mercatoria Vol. 6 No. 1/Juni 2013                                   ISSN No:1979-8652 
 
33 
 
Bukti permulaan yang cukup tersebut 
yang terlebih dahulu diperoleh oleh 
penyidik. Namun demikian bukan 
sembarangan bukti yang dapat dijadikan 
dasar untuk itu, akan tetapi bukti tersebut 
harus dapat dijadikan alasan dan 
argumentasi yuridis untuk menduga keras 
seorang melakukan kesalahan. Bukti 
tersebut adalah bukti yang sah menurut 
ketentuan Pasal 184 KUHAP. Penilaian 
yuridis tentang telah adanya bukti 
permulaan yang cukup adalah ditafsirkan 
dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, dimana 
harus mencapai minimal dua alat bukti, ini 
menjadi standard yuridis tentang bukti 
permulaan yang cukup tersebut, itulah 
ambang batas minimal pemenuhan bukti 
permulaan yang cukup.  
 
2) Sah Tidaknya Penahanan  
a. Tujuan Penahanan  
Adapun tujuan dilakukannya 
penahanan itu sendiri adalah sebagaimana 
yang termaktub dalam Pasal 20 KUHAP yang 
menjelaskan sebagai berikut: 
Untuk kepentingan penyidikan, penyidik 
atau penyidik pembantu atas perintah 
penyidik berwenang melakukan penahanan. 
Mengenai ukuran kepentingan penyidikan 
pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan 
keperluan pemeriksaan penyidikan itu 
sendiri secara objektif. Tergantung kepada 
kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk 
menyelesaikan fungsi pemeriksaan 
penyidikan yang tuntas dan sempurna 
sehingga penyidikan benar-benar mencapai 
hasil pemeriksaan yang akan diteruskan 
kepada penuntut umum untuk dipergunakan 
sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang 
pengadilan. Berarti jika penyidikan sudah 
cukup, penahanan tidak diperlukan lagi, 
kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan 
tersangka (Pasal 20 ayat 1 KUHAP). 
1. Penahan yang dilakukan oleh 
penunutut umum bertujuan untuk 
kepentingan penuntutan (Pasal 20 
ayat 2 KUHAP). 
2. Demikian juga penahanan yang 
dilakukan oleh peradilan, dimaksud 
untuk kepentingan pemeriksaan di 
sidang pengadilan. Hakim berwenang 
melakukan penahanan dengan 
penetapan yang didasarkan kepada 
perlu tidaknya penahanan dilakukan 
sesuai dengan keentingan 
pemeriksaan di sidang pengadilan 
(Pasal 20 ayat 3 KUHAP).22 
Selanjutnya, unsur keadaan atau 
keperluan penahanan dimaksud, ditentukan 
dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu berupa 
adanya “keadaan yang menimbulkan 
kekhawatiran”; 
a. Tersangka atau terdakwa akan 
melarikan diri 
b. Merusak atau menghilangkan barang 
bukti. 
c. Atau dikhawatirkan akan mengulangi 
tindak pidana.23 
 
b. Syarat-syarat Penahanan 
Penahanan sebagaimana yang 
terdapat dalam penjelasan Pasal 1 butir 21 
KUHAP “penahanan adalah penempatan 
tersangka atau terdakwa di tempat tertentu 
oleh penyidik atau penuntut umum atau 
hakim dengan penetapannya, dalam hal serta 
menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini”. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 
angka 21 KUHAP ini, berarti bahwa semua 
instansi penegak hukum mempuyai 
wewenang untuk melakukan penahanan.24 
Penahanan merupakan salah satu 
bentuk perampasan kemerdekaan bergerak 
seseorang. Pertentangan antara dua asas, 
yaitu hak bergerak seseorang yang 
merupakan hak asasi manusia yang harus 
dihormati di satu pihak dan kepentingan 
ketertiban umum di lain pihak yang harus 
dipertahankan untuk orang banyak atau 
masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.25 
Disinilah letak keistimewaan dari 
hukum acara pidana itu. Ia mempunyai 
ketentuan-ketentuan yang menyingkirkan 
asas-asas yang diakui secara universal yaitu 
hak-hak asasi manusia khususnya hak 
kebebasan orang seorang. Ketentuan 
demikian terutama mengenai penahanan, 
disamping yang lain seperti pembatasan hak 
milik, yaitu penyitaan, pembukaan surat 
                                                 
22 Ibid, Halaman 165 
23 Ibid, Halaman 167 
24 Yahya Harahap, Op.Cit., Halaman 164 
25 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana 
Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Halaman 
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rahasia (terutama dalam delik korupsi dan 
subversi), dan lain-lain. Oleh karena itu, 
penahanan dilakukan jika sangat 
diperlukan.26 
KUHAP hanya mengenal istilah 
“penahanan”, yang wewenangnya diberikan 
kepada semua instansi penegak hukum, dan 
masing-masing mempunyai batas waktu 
yang ditentukan secara “limitatif”. 
Sehubungan dengan penetapan 
waktu yang sangat terbatas bagi setiap 
instansi, merupakan hal baru yang sangat 
menggembirakan dalam dunia penegakan 
hukum. Pembatasan yang limitatif tersebut, 
tercipta tegaknya kepastian hukum dalam 
penahanan. Tidak lagi seperti dulu, pada 
masa HIR, yang memberi keleluasaan bagi 
Ketua Pengadilan Negeri untuk 
memperpanjang penahanan tanpa batas, 
sehingga sering terjadi perpanjangan 
tahanan yang melebihi satu atau dua tahun. 
Benar-benar tak ada kepastian hukum bagi 
seseorang tersangka yang ditahan.27  
Landasan penahanan meliputi dasar 
hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang 
memberi kemungkinan melakukan tindakan 
penahanan. Antara yang satu dengan yang 
lain dari dasar tersebut, saling menopang 
kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah 
satu unsur tidak ada, tindakan penahanan 
kurang memenuhi asas legalitas meskipun 
tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan 
yang tak sah (ilegal). Misalnya yang 
terpenuhi hanya unsur landasan hukum atau 
yang sering juga dinamakan landasan unsur 
objektif, tetapi tidak didukung unsur 
keperluan atau yang disebut unsur subjektif, 
serta tidak dikuatkan unsur-unsur syarat-
syarat yang ditentukan undang-undang, 
penahanan yang seperti itu lebih bernuansa 
“kezaliman”, dan kurang berdimensi 
relevansi dan urgensi.28  
Penahanan merupakan salah satu 
bentuk perampasan kemerdekaan bergerak 
seseorang. Pertentangan antara dua asas, 
yaitu hak bergerak seseorang yang 
merupakan hak asasi manusia yang harus 
                                                 
26 Ibid 
27 Yahya Harahap, Pembahasan 
Permasalahan dan Penerapan Kuhap, Penyidikan 
dan Penuntutan, Op.Cit, halaman 165 
28 Ibid, halaman 165-166 
dihormati di satu pihak dan kepentingan 
ketertiban umum di lain pihak yang harus 
dipertahankan untuk orang banyak atau 
masyarakat dari perbuatan jahat tersangka.29 
Letak keistimewaan dari hukum 
acara pidana itu sebenarnya di sini. Ia 
mempunyai ketentuan-ketentuan yang 
menyingkirkan asas-asas yang diakui secara 
universal yaitu hak-hak asasi manusia 
khususnya hak kebebasan orang seorang. 
Ketentuan demikian terutama mengenai 
penahanan, disamping yang lain seperti 
pembatasan hak milik, yaitu penyitaan, 
pembukaan surat rahasia (terutama dalam 
delik korupsi dan subversi), dan lain-lain. 
Oleh karena itu, penahanan dilakukan jika 
sangat diperlukan.30 
KUHAP hanya mengenal istilah 
“penahanan”, yang wewenangnya diberikan 
kepada semua instansi penegak hukum, dan 
masing-masing mempunyai batas waktu 
yang ditentukan secara “limitatif”. 
Ketentuan pasal 21 ayat (1) KUHAP 
di atas, dapat dipahami bahwa penahanan 
dapat dilakukan jika tersangka 
dikhawatirkan akan melarikan diri, 
kemudian tersangka dikhawatirkan akan 
merusak atau menghilangkan barang bukti, 
dan dikhawatirkan tersangka mengulangi 
tindak pidana serupa. Dengan demikian, 
penahanan yang dilakukan oleh pihak 
penyidik baik jaksa atau Polri yang tidak 
berdasarkan beberapa ketentuan 
sebagaimana diatur pada pasal 21 ayat (1) 
KUHAP di atas, maka penahanan tersebut 
tidak sah.  
Sah tidaknya suatu penahanan tentu 
saja harus berdasarkan ketentuan yang 
berlaku yang dalam hal ini terdapat tiga 
landasan, yaitu landasan yuridis, landasan 
unsur kehawatiran, dan landasan 
dipenuhinya syarat pasal 21 ayat (1) KUHAP. 
Sah tidaknya suatu penahanan tentu saja 
harus berdasarkan ketentuan yang berlaku 
yang dalam hal ini terdapat tiga landasan, 
yaitu landasan yuridis, landasan unsur 
kehawatiran, dan landasan dipenuhinya 
syarat pasal 21 ayat (1) KUHAP . 
                                                 
29 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana 
Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman 
127 
30 Ibid 
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a. Landasan Dasar atau Unsur 
Yuridis 
Undang-undang sendiri telah 
menentukan pasal-pasal 
kejahatan tindak pidana mana 
penahanan dapat diterapkan. 
Tidak terhadap semua tindak 
pidana dapat dilakukan 
penahanan atas tersangka atau 
terdakwa. Undang-undang 
sendiri telah menentukan 
kejahatan yang bagaimana 
pelakunya dapat dikenakan 
penahanan. Dasar unsur yuridis 
ditetapkan dalam pasal 21 ayat 
(4) KUHAP  yang menetapkan: 
“penahanan hanya dapat 
dikenakan terhadap tersangka 
atau terdakwa yang melakukan 
tindak pidana dan atau 
percobaan maupun pemberian 
bantuan dalam tindak pidana. 
b. Yang diancam dengan pidana 
penjara “lima tahun atau lebih” 
Pidana yang ancaman 
hukumannya lima tahun ke atas 
yang diperkenankan dilakukan 
penahanan terhadap tersangka 
atau terdakwa. 
c. Penahanan dalam pasal-pasal 
khusus 
Penahanan juga dapat 
dikenakan kepada pelaku tindak 
pidana yang disebut pada pasal 
KUHAP dan undang-undang 
pidana khusus di bawah ini 
sekalipun ancaman hukumannya 
kurang dari lima tahun.  
Hal ini didasarkan karena didasarkan 
pada pertimbangan, pasal-pasal tindak 
pidana itu dianggap mempengaruhi 
kepentingan ketertiban masyarakat pada 
umumnya, serta ancaman terhadap 
keselamatan badan orang pada khususnya. 
Adapun yang termasuk dalam kelompok ini 
yaitu; 
1. Yang terdapat dalam pasal-
pasal KUHP: Pasal 282 ayat 
(3), Pasal 296, Pasal 335 ayat 
(1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 
372, Pasal 378, Pasal 379 a, 
Pasal 453, Pasal 454, Pasal 
455, Pasal 459, Pasal 480, 
dan Pasal 506. 
2. Kelompok kedua adalah 
pasal-pasal yang berasal dari 
Undang-undang tindak 
pidana khusus: 
1) Pasal 25 dan 26 Rechten 
Ordonantie (pelanggaran 
terhadap ordonansi bea 
dan cukai, terakhir 
diubah dengan St. tahun 
1931 Nomor 471). 
2) Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 
4 Undang-undang tindak 
pidana Imigrasi  (UU. 
Nomor 8Drt. Tahun 1855 
L.N. tahun 1855 No. 8). 
3) Pasal 36 ayat (7), Pasal 
41, Pasal 42, Pasal 43, 
Pasal 47 dan Pasal 48 UU. 
No. 9 Tahun 1976 tentang 
narkotika (L.N Tahun 
1976 No. 37. T.L.N. No. 
3086).31 
d. Landasan Unsur Keadaan Kekhawatiran 
Unsur ini menitikberatkan pada 
keadaan atau keperluan penahanan ditinjau 
dari segi subjektibvitas si tersangka atau 
terdakwa, tetapi sekaligus berjumpa dua segi 
subjektif yakni segi subjekif tersangka atau 
terdakwa yang dinilai secara subjektif oleh 
penegak hukum yang bersangkutan. Adapun 
unsur keadaan yang atau keperluan 
penahanan dimaksud ditentukan dalam 
Pasal 21 ayat (1) KUHAP, yaitu berupa 
adanya “keadaan yang menimbulkan 
kekhawatiran” 
a. Tersangka atau terdakwa 
melarikan diri. 
b. Merusak atau menghilangkan 
barang bukti. 
c. Atau dikhawatirkan akan 
mengulangi tindak pidana.32  
 
Semua keadaan yang 
“mengkhawatirkan” di sini adalah keadaan 
yang meliputi keadaan subjektivitas 
tersangka atau terdakwa, dan pejabat yang 
menilai keadaan kekhawatiran itu pun 
bertitik tolak dari penilaian subjektif. 
                                                 
31 Ibid, halaman 166 
32 Ibid, v167 
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Dengan demikian, maka sulit menentukan 
dan atau mengatakan secara objektif bahwa 
tersangka atau terdakwa akan melarikan 
diri, atau merusak barang bukti, dan atau 
juga akan melakukan tindak pidana.  
Memang secara teoritis, dapat dibuat 
suatu konstruksi dugaan yang 
menggambarkan adanya kekhawatiran itu, 
misalnya tersangka diketahui membeli tiket 
pesawat ke luar negeri, atau tersangka 
menyiapkan peralatan yang serasi untuk 
melakukan tindak pidana. Prakteknya sangat 
sulit menentukan atau menilai suatu 
keadaan yang mengkhawatirkan tersebut. 
Keadaan mengkhawatirkan itu lebih erat 
ukurannya dengan penilaian subjektif orang 
yang merasa khawatir itu.  
Di sinilah kemudian sering 
menimbulkan masalah. Orang yang mencari 
keadilan sering merasa tidak mendapatkan 
keadilan. Hal ini karena dianggap adanya 
tindakan sewenang-wenang penegak hukum 
dalam melakukan penahan. Tentu saja sikap 
penegak hukum itu tidak dapat disalahkan 
juga begitu saja. sebab syarat demikian pada 
dasarnya dapat ditafsirkan seperti itu. Di sisi 
lain tersangka mungkin berpendapat 
sebaliknya dilihat dari sisi keberadaannya 
yang responsif dan koperatif dalam proses 
pemeriksaan. 
e. Landasan Dipenuhinya syarat Pasal 21 
ayat (1) KUHAP 
Selain unsur-unsur penahanan yang 
disebut di atas, penahanan harus memenuhi 
syarat undang-undang seperti yang 
ditentukan pasal 21 ayat (1) KUHAP : 
1) Tersangka atau terdakwa 
“diduga keras” sebagai pelaku 
tindak pidana yang 
bersangkutan. 
2) Dugaan keras itu didasarkan 
pada “bukti yang cukup”.33  
 
Dari sini dapat dipahami bahwa 
penyidik tidak dapat melakukan penahanan 
terhadap seseorang yang disangka 
melakukan tindak pidana tertentu sebelum 
ada bukti yang cukup sebagai alasan dan 
dasar dilakukannya penahanan. Penyidik 
telah melakukan penahanan sebelum adanya 
                                                 
33 Ibid.  
bukti yang cukup tersebut, maka penahanan 
yang dilakukan tidak sah secara hukum. 
 
 
3. Pihak Yang Dapat Mengajukan 
Praperadilan 
Pada  Bab X Bagian Kesatu mulai  
Pasal 79 sampai dengan pasal 83 KUHAP 
diatur  pihak-pihak yang dapat mengajukan 
pra peradilan adalah : Tersangka, 
keluarganya melalui kuasa hukum yang 
mengajukan gugatan praperadilan terhadap 
kepolisian atau kejaksaan di pengadilan atas 
dasar sah atau tidaknya penangkapan, 
penahanan, penyitaan dan penggeledahan. 
Penuntut umum atau pihak ketiga yang 
berkepentingan atas dasar sah  atau tidaknya 
penghentian penyidikan. Penyidik atau pihak 
ketiga yang berkepentingan atas dasar sah 
atau tidaknya penghentian penuntutan. 
Tersangka atau pihak ketiga yang 
bekepentingan menuntut ganti rugi tentang 
sahnya penghentian penyidikan atau 
penuntutan.  
Pasal 81 KUHAP dan pasal 95 ayat 
(2) KUHAP. menjelaskan bahwa Tersangka, 
ahli waris atau kuasanya tentang tuntutan 
ganti rugi atas alasan penangkapan atau 
penahanan yang tidak sah, penggeledahan 
atau penyitaan tanpa alasan yang sah atau 
karena kekeliruan orang atau hukum yang 
diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan 
ke sidang pengadilan. 
 
III. Analisa Hukum Terhadap Putusan 
Praperadilan Pada Putusan Nomor 
01/Pra.Pid/2012/PN.TTD dan No. 
03/Pra.Pid/2012/PN.TTD 
 
1. Putusan Nomor 01/Pra.Pid/ 
2012/PN.TTD  
a. Posisi Kasus 
 Penangkapan dan penahanan yang 
dilakukan oleh Termohon terhadap Para 
Pemohon, samasekali tidak memiliki pijakan 
yuridis atau tidak berdasar menurut hukum, 
sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 79 
KUHAP adalah beralasan menurut hukum 
apabila Ketua Pengadilan Negeri Tebing 
Tinggi Cq. Hakim yang nantinya memeriksa 
dan memutus perkara ini, berkenan kiranya 
untuk menerima dan mengabulkan 
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Permohonan Praperadilan dari Pemohon ini 
untuk seluruhnya. 
Para Pemohon sangat keberatan atas 
tindakan penangkapan dan penahanan 
terhadap dirinya yang dilakukan oleh 
Termohon, dan secara hukum tindakan 
Termohon tersebut telah melewati hak asasi 
Pemohon sebagai subjek hukum, dan tidak 
sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) 
KUHAP, sehingga hal ini jelas telah 
merugikan diri Para Pemohon secara materil 
maupun moril. 
Para Pemohon dengan segala 
kerendahan hati memohon kehadapan Ketua 
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Cq. Hakim 
yang nantinya memeriksa dan memutus 
Permohonan Praperadilan yang diajukan 
Pemohon. 
b. Analisa Kasus 
Tindakan penangkapan baru dapat 
dilakukan oleh penyidik apa bila seseorang 
itu “di duga keras melakukan tindak pidana 
dan dugaan itu di dukung oleh permulaan 
bukti yang cukup”, mengenai apa yang 
dimaksud dengan bukti permulaan yang 
cukup pembuat undang-undang 
menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian 
penyidik.34 
Pengadilan berpendapat bahwa 
penangkapan atas diri para Pemohon oleh 
Termohon telah didasari dengan alat bukti 
permulaan yang cukup, karena telah 
memenuhi sekurang-kurangnya adanya 2 
(dua) alat bukti bahkan lebih, berupa 
laporan Polisi, keterangan 4 (empat) orang 
saksi, keterangan tersangka/Pemohon 
sendiri dan barang bukti. 
Terhadap bukti surat yang tidak 
dipertimbangkan dalam putusan ini yang 
diajukan oleh Kuasa Hukum Termohon, 
karena tidak ada relevansinya terhadap 
Praperadilan yang diajukan oleh Kuasa para 
Pemohon harus dikesampingkan. 
Terhadap keberatan Kuasa Hukum 
para Pemohon atas bukti surat yang diajukan 
oleh Kuasa Hukum Termohon, perihal 
tanggal bukti surat yang diajukan Termohon, 
Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bila 
                                                 
34 M. Yahya Harahap, Pembahasan dan 
Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan 
Penuntutan, Edisi ke-2(Bandung: Sinar Grafika, 
2001), halaman 154 
Kuasa Hukum para Pemohon berkeberatan 
dan menilai Termohon tidak professional 
dalam menjalankan tugasnya, maka alamat 
yang paling tepat untuk mengajukan 
keberatan adalah pada institusinya, pada 
atasan pejabat yang dinilai tidak 
menjalankan tugas secara benar tersebut, 
dan bukan melalui institusi praperadilan 
dalam pemeriksaan perkara saat ini. 
Terhadap dalil permohonan Kuasa 
Hukum para Pemohon yang menyatakan 
bahwa pada saat dilakukan penangkapan 
oleh Termohon, pada saat itu para Pemohon 
sama sekali tidak ada melakukan tindak 
pidana sebagaimana yang dituduhkan 
Termohon kepada para Pemohon, hal 
tersebut bukan merupakan wewenang 
Hakim Praperadilan untuk membuktikannya, 
yang mana hal tersebut baru diketahui 
setelah melaluiproses pemeriksaan pokok 
perkara di persidangan, sehingga timbul 
penafsiran apabila seandainya benar para 
Pemohon tidak melakukan tindak pidana 
yang disangkakan tersebut, tentu saja para 
Pemohon akan dibebaskan daridakwaan 
Penuntut Umum, tetapi apabila para 
pemohon ternyata melakukan perbuatan 
pidana sebagaimana disangkakan dalam 
dakwaan Penuntut Umum, maka Pemohon 
haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi 
hukum setimpal dengan perbuatannya. 
Berdasarkan rangkaian 
pertimbangan hukum yang saling 
berhubungan satu dengan yang lainnya 
menjadi satu kesatuan hukum, telah terbukti 
penangkapan, penggeledahan dan 
penahanan atas diri para Pemohon yang 
dilakukan oleh Termohon telah sesuai 
dengan ketentuan hukum yang berlaku 
sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, 
maka dengan demikian permohonan Kuasa 
Hukum para Pemohon yang menyatakan 
penangkapan, penggeledahan dan 
penahanan yang dilakukan oleh Termohon 
atas diri para Pemohon harus dinyatakan 
ditolak. 
c. Pendapat Hukum 
Putusan yang dikeluarkan Majelis 
Hakim adalah menolak permohonan 
praperadilan para pemohon adalah tepat. 
Mengingat fakta hukum di dalam 
persidangan menunjukkan bahwa yang 
Jurnal Mercatoria Vol. 6 No. 1/Juni 2013                                   ISSN No:1979-8652 
 
38 
 
dilakukan termohon sudah terpenuhi sesuai 
dengan KUHAP.  
 
2. Putusan Nomor 03/Pid.Pra/ 
2012/PN.TTD 
a. Posisi  Kasus 
Pemohon dan keluarga sebagai 
masyarakat awam pada saat terjadinya 
penggeledahan dan penangkapan serta 
membawa anak Pemohon bernama BOIMAN 
Alias BOI, serta di lakukan penahanan, 
seharusnya Termohon sebagai Pelayan, 
Pelindung dan Penegak Hukum dapat 
Menghormati dan menghargai hak-hak asasi 
pemohon dan anak pemohon yang masih 
dibawah umur bernama BOIMAN Alias BOI, 
bukan dengan cara-cara tirani dan otoriter 
dalam melakukan Penegakan Hukum (Law 
Enforcement). 
Proses penggeledahan rumah milik 
Pemohon dan tindakan mengambil foto 
frame (bingkai) di dinding ruang 
tamurumah Pemohon dan proses 
penangkapan serta penahanan, yang di 
lakukan oleh tetmohon terhadap anak 
pemohon telah bertentangan dengan hukum 
dan perundang-undangan adalah merupakan 
perkosaan terhadap hak asasi Pemohon dan 
anak Pemohon (sesuai dengan ketentuan UU 
NO 39 tahun 1999 tentang hak-hak Asasi 
Manusia dan UU No.23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak) yang 
konsekwensinya anak Pemohon harus di 
keluarkan demi hukum dan di samping itu 
juga Termohon sebagai instansi wajib 
memberikan kompensasi kepada Pemohon 
sebagaimana ketentuan pasal 333 KUHP 
tentang perampasan kemerdekaan. 
Hingga saat di ajukannya 
Praperadilan ini ke Pengadilan Negeri Tebing 
Tinggi Deli Pemohon tidak mengerti 
mengapa rumah Pemohon di geledah, dari 
anak Pemohon bernama BOIMAN Alien BOI 
di tangkap, tanpa ada menunjukkan Surat 
Perintah Tugas (SPT), Surat Perintah 
Geledah (SP-DAH), Surat Perintah 
Penangkapan (SP-KAP) dan Surat Perintah 
Penahanan (SP-HAN), namun ada Surat-surat 
Perintah tersebut itu merupakan rekayasa 
dan tanpa prosedur yang dibenarkan oleh 
undang-undang sehingga konsekwensinya 
surat yang timbul belakangan adalah cacat 
hukum dan tidak berkekuatan hukum. 
b. Analisa Hukum 
Penangkapan atas diri anak 
Pemohon oleh Termohon telah terpenuhi 
syarat formil penangkapan sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 17 KUHAP dan Pasal 
18 KUHAP. 
Pengadilan berpendapat bahwa 
penangkapan atas diri anak Pemohon 
oleh Termohon telah didasari dengan alat 
bukti permulaan yang cukup, karena telah 
memenuhi sekurangkurangnya adanya 2 
(dua) alat bukti bahkan lebih, berupa 
laporan Polisi, keterangan 3 (tiga) orang 
saksi, keterangan tersangka dan barang 
bukti. 
Menurut Hakim Praperadilan 
bahwa surat perintah penahanan telah 
memenuhi syarat formal. Pertimbangan 
perihal penangkapan atas diri anak 
Pemohon oleh Termohon, bahwa 
penangkapan tersebut telah didasari 
dengan alat bukti permulaan yang cukup, 
karena telah memenuhi sekurang-kurangnya 
adanya 2 (dua) alat bukti bahkan lebih, 
berupa laporan Polisi, keterangan 3 (tiga) 
orang saksi. keterangan tersangka/anak 
Pemohon sendiri dan barang bukti, dimana 
hal tersebut juga yang melatarbelakangi 
penahanan atas diri anak Pemohon, selain 
dari pada itu ancaman pidana atas 
perbuatan yang disangka kan atas diri 
anak Pemohon merupakan pidana penjara 
lebih dari 5 (lima) tahun, maka penahanan 
tersebut telah memenuhi prosedur hukum 
sebagaimana yang diamanatkan dalam 
KUHAP. 
Perihal penempatan anak Pemohon 
yang ditempatkan di RTP PolresTebing 
Tinggi bercampur dengan tersangka dewasa, 
tidak mengakibatkan penahanan yang 
dilakukan Termohon atas diri anak Pemohon 
menjadi tidak sah, maka alamat yang paling 
tepat untuk mengajukan keberatan adalah 
pada institusi Termohon, pada atasan 
pejabat yang dinilai tidak menjalankan tugas 
secara benar tersebut, dan bukan melalui 
institusi praperadilan dalam pemeriksaan 
perkara saat ini. 
Berdasarkan rangkaian Pertimbangan 
hukum sebagaimana tersebut diatas, maka 
penangkapan, penggeledahan dan 
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penahanan yang dilakukan Termohon atas 
anak Pemohon adalah sah menurut hukum, 
maka dengan demikian Kuasa Hukum 
Pemohon tidak dapat membuktikan dalil 
permohonannya, tetapi sebaliknya Kuasa 
Hukum Termohon dapat membuktikan dalil 
sangkalannya. 
Terhadap bukti surat yang tidak 
dipertimbangkan dalam putusan ini yang 
diajukan oleh Kuasa Hukum 
Termohon, karena tidak ada 
relevansinya terhadap Praperadilan yang 
diajukan oleh Kuasa Pemohon harus 
dikesampingkan. 
Berdasarkan rangkaian 
pertimbangan hukum yang saling 
berhubungan satu dengan yang lainnya 
menjadi satu kesatuan hukum, telah terbukti 
penangkapan, penggeledahan dan 
penahanan atas diri anak Pemohon yang 
dilakukan oleh Termohon telah sesuai 
dengan ketentuan hukum yang berlaku 
sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, 
maka dengan demikian permohonan Kuasa 
Hukum Pemohon yang menyatakan 
penangkapan, penggeledahan dan 
penahanan yang dilakukan oleh Termohon 
atas diri anak Pemohon tidak sesuai 
dengan prosedur hukum dan batal demi 
hukum harus dinyatakan ditolak. 
c. Pendapat Hukum 
Putusan yang dikeluarkan Majelis 
Hakim dalam putusan ini adalah menolak 
permohonan praperadilan adalah tepat. 
Mengingat dari fakta-fakta hukum yang ada 
di dalam persidangan. 
 
 
IV.  Peran Hakim dalam Mengadili 
Keabsahan Penahanan Perkara 
Pra Peradilan di Tebing Tinggi 
 
1. Peran Hakim di Pengadilan Negeri 
Tebing Tinggi Deli 
 
a. Kendala dalam Praperadilan 
1) Adapun dalam praktek terkadang 
terdapat beberapa pokok persoalan, 
seperti tidak diatur secara spesifik 
dalam suatu peraturan perundang-
undangan. Misalnya, Pasal 80 KUHAP 
tidak menjelaskan secara spesifik 
tentang pengertian “pihak ketiga yang 
berkepentingan”, yang berhak 
mengajukan praperadilan.  
2) Kendala lainnya adalah terkait jangka 
waktu pemeriksaan praperadilan hanya 
7 (tujuh) hari. Hal ini seringkali 
menyulitkan para pihak untuk 
mengajukan bukti-bukti.  
3) Mengenai aspek hukum acara, 
pengaturan yang ada di KUHAP juga 
sangat sederhana, sehingga tidak jelas 
bagaimana urutan beracara dalam 
perkara praperadilan.35 
b. Upaya Yang Dilakukan dalam 
Mengatasi Hambatan 
Adapun upaya yang dilakukan untuk 
mengatasi hambatan tersebut adalah: 
1) Terkait dengan istilah “pihak ketiga 
yang berkepentingan, hakim melakukan 
interpretasi terhadap peraturan yang 
ada. Hal ini dapat dilihat dari beberapa 
putusan pengadilan dalam perkara 
praperadilan, yang memperbolehkan 
LSM untuk mengajukan permohonan 
praperadilan, karena LSM tersebut 
dianggap mempunyai legal standing. 
2) Melakukan interpretasi terhadap 
peraturan perundang-undangan yang 
ada.36 
b.  Kedudukan  dan Tugas Hakim  
1) Kedudukan Hakim 
Kewenangan mengadili yang tidak 
dapat diintervensi oleh kekuasaan Negara 
lainnya dijalankan oleh hakim. Hakim 
berkedudukan sebagai pejabat yang 
melakukan atau menjalankan tugas 
kekuasaan kehakiman (Pasal 12 ayat (1), 
Pasal 50 Undang-undang Nomor: 8 tahun 
2004, Pasal 16 ayat (1)  Undang-undang 
Nomor: 8 tahun 2004 Jo. Pasal 19 Undang-
undang Nomor: 48 tahun 2009), berkaitan 
dengan hal itu diatur dalam Pasal 1 angka 8 
KUHAP bahwa hakim berkedudukan sebagai 
pejabat peradilan Negara yang diberi 
wewenang oleh undang-undang untuk 
mengadili sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 
8 KUHAP. Kewenangan untuk mengadili 
yang diberikan oleh undang-undang 
diterangkan bahwa kegiatan mengadili 
                                                 
35Wawancara dengan Dodik Setyo 
Wijayanto, selaku Hakim di Pengadilan Negeri 
Tebing Tinggi Deli, pada tanggal 06 Maret 2013. 
 36  Ibid.  
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adalah serangkaian tindakan hakim untuk 
menerima, memeriksa dan memutus perkara 
pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan 
tidak memihak di sidang pengadilan dalam 
hal dan menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini, sebagaimana 
diterangkan dalam Pasal 1 angka 9 KUHAP. 
Kedudukan hakim sebagai pilar 
untuk menegakan hukum dan keadilan, 
hakim mempunyai peranan menentukan 
sehingga kedudukannya dijamin undang-
undang. Dengan demikian, diharapkan tidak 
adanya direktiva/campur tangan dari pihak 
manapun terhadap apara hakim ketika 
sedang menangani perkara.37 
2) Tugas Hakim  
Hakikat tugas hakim sebagaimana 
telah disebutkan terdahulu menjalankan 
atau melakukan tugas kekuasaan kehakiman 
yang pada pokok tugasnya adalah mengadili. 
Tugas hakim mengadili perkara pada 
hakikatnya mengandung dua pengertian 
yakni menegakan keadilan (gerech’tigdheid) 
dan menegakan hukum (rechtsze’kerheid),38 
sebagaimana diatur didalam Pasal 2 ayat (2) 
Undang-undang Nomor: 48 tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman yang 
berbunyi: 
“Peradilan negara menerapkan dan 
menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila” 
Sesuai amanat Pasal 2 ayat (2) 
Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 
tersebut yang menegaskan salah satu tugas 
hakim dalam mengadili suatu perkara adalah 
untuk menegakkan keadilan berdasarkan 
Pancasila. 
3) Peran Hakim Praperadilan  
Hakim diberikan kewenangan oleh 
undang-undang untuk mengadili. Menurut 
Pasal 1 angka 9 KUHAP kegiatan mengadili 
adalah serangkaian tindakan hakim untuk 
menerima, memeriksa dan memutus perkara 
pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan 
tidak memihak di sidang pengadilan dalam 
                                                 
37 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana 
Normatif, Teoritis, Praktif dan Permasalahannya, 
(Bandung: PT. Alumni, 2007), halaman 75 
38 Antonius Sudirman, Hati Nurani Hakim 
dan Putusannya, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 
2007), halaman 51 
hal dan menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang ini.  
Undang-undang mengatur  pada 
proses mengadili harus dilakukan oleh 
majelis hakim yang jumlahnya minimal tiga 
orang hakim. Namun dalam praperadilan ada 
kekhususan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 78 ayat (2) KUHAP, bahwa 
praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal 
yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri 
untuk memeriksa perkara praperadilan 
dibantu dengan seorang panitera.  
4) Acara Sidang Pra Peradilan  
Persidangan pra peradilan dipimpin 
oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua 
pengadilan, sebagaimana dalam pasal 78 
ayat (2) KUHAP:  
“Praperadilan dipimpin oleh hakim 
tunggal yang ditunjuk oleh ketua 
pengadilan negeri dan dibantu oleh 
seorang panitera”.39 
Pertama, sidang dibuka oleh hakim 
dengan menyatakan “sidang dibuka dan 
terbuka untuk umum”. Kemudian hakim 
mempersilahkan kepada pemohon untuk 
membacakan permohonannya. Setelah 
pembacaan permohonan oleh pemohon, 
selanjutnya hakim memberikan kesempatan 
kepada termohon untuk memberikan 
jawaban atas permohonan pemohon. 
Selanjutnya hakim memberikan kesempatan 
kepada pemohon untuk mengajukan replik 
atas jawaban termohon dan kemudian hakim 
memberikan kesempatan kepada termohon 
untuk mengajukan duplik atas replik 
pemohon.  
Setelah itu, acara pembuktian, di 
mana hakim memberikan kesempatan 
kepada pemohon terlebih dahulu untuk 
mengajukan alat-alat bukti yang ada, dimana 
pemohon mengajukan alat bukti surat. 
kemudian hakim mempersilahkan termohon 
untuk mengajukan alat bukti, dimana 
termohon mengajukan alat bukti surat.  
Kemudian, hakim memberikan 
kepada para pihak untuk mengajukan alat 
bukti saksi, untuk pertama kali kesempatan 
diberikan kepada Pemohon dilanjutkan 
kepada Termohon. Atas saksi-saksi tersebut, 
hakim memeriksa dengan pertanyaan-
pertanyaan. Disamping itu masing-masing 
                                                 
39 Pasal 78 ayat (2) KUHAP 
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pihak juga diberikan kesempatan untuk 
mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 
setiap saksi yang dihadirkan di persidangan.  
Kemudian Pemohon memohon 
kepada hakim untuk diberikan kesempatan 
mengajukan saksi ahli, atas hal itu hakim 
mengabulkannya. Kemudian Pemohon 
menghadirkan saksi ahli di persidangan, 
terhadap saksi ahli tersebut hakim 
memberikan kesempatan kepada Pemohon 
terlebih dahulu memberikan pertanyaan-
pertanyaan kepada saksi ahli tersebut, 
selanjutnya kesempatan kepada Termohon, 
kemudian hakim mengajukan pertanyaan-
pertanyaan kepada saksi ahli tersebut. 
Selesai acara pembuktian, hakim 
memberikan kesempatan kepada para pihak 
untuk membuat dan mengajukan 
konklusi/kesimpulan, atas kesempatan itu 
para pihak mengajukan konklusi. Setelah 
semua selesai, maka hakim membacakan 
putusannya di depan persidangan. 
5) Putusan Pengadilan  
Eksistensi putusan hakim atau lazim 
disebut dengan “putusan pengadilan” sangat 
diperlukan untuk menyelesaikan perkara 
pidana. Dengan adanya putusan pengadilan, 
diharapkan para pihak dalam perkara pidana 
khususnya bagi terdakwa memperoleh 
kepastian hukum tentang statusnya dan 
sekaligus dapat mempersiapkan langkah 
berikutnya antara lain yang berupa 
menerima putusan, melakukan upaya hukum 
banding atau kasasi, melakukan grasi dan 
sebagainya. Apabila ditinjau dari optik hakim 
yang mengadili perkara pidana tersebut, 
putusan pengadilan atau putusan hakim 
merupakan mahkota sekaligus puncak 
pencerminan nilai-nilai keadilan, secara 
mapan dan factual serta visualisasi etika 
beserta moral dari hakim yang 
bersangkutan.40 
Leden Marpaung menyebutkan 
pengertian putusan pengadilan atau putusan 
hakim sebagai berikut: 
Putusan adalah “hasil atau 
kesimpulan dari sesuatu yang telah 
dipertimbangkan dan dinilai dengan 
semasak-masaknya yang dapat 
                                                 
40 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana; 
Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya, 
(Bandung: PT. Alumni, 2007), halaman 201 
berbentuk tertulis maupun lisan”. 
Demikian dimuat dalam buku 
“peristilahan hukum dan praktik” 
yang dikeluarkan Kejakasaan Agung 
RI 1985 Halaman 221. Rumusan 
diatas kurang tepat . selanjutnya jika 
dibaca pada buku tersebut, ternyata 
“putusan” dan  “keputusan” 
dicampuradukkan. Ada juga yang 
mengartikan “putusan” (vonnis) 
sebagai “vonis tetap” (definitif) 
(Kamus istilah hukum Fockeme 
Andrea). Rumusan-rumusan yang 
kurang tepat terjadi sebagai akibat 
penerjemahan ahli bahasa yang 
bukan ahli hukum. Sebaliknya, dalam 
pembangunan hukum yang sedang 
berlangsung, diperlukan kecermatan 
dalam penggunaan istilah. Mengenai 
kata “putusan” yang diterjemahkan 
dari hasil vonis adalah hasil akhir 
dari pemeriksaan perkara di sidang 
pengadilan. Ada juga yang disebut 
“interlocutoir” yang diterjemahkan 
dengan keputusan antara atau 
keputusan sela dan “preparatoire” 
yang diterjemahkan dengan 
keputusan pendahuluan/keputusan 
persiapan serta keputusan 
“provisionele”  yang diterjemahkan 
dengan keputusan untuk 
sementara.41 
 
V.  Penutup 
Berdasarkan uraian di atas, maka 
dapat dirumuskan beberapa kesimpulan 
sebagai jawaban atas tiga permasalahan 
penelitian,  yaitu sebagai berikut :   
1. Pengaturan praperadilan dalam sistem 
hukum acara pidana di Indonesia adalah 
kurang lengkap pengaturannya baru 
sebatas tentang kewenangan 
praperadilan dan sedikit tentang hukum 
acaranya. Bagaimana pelaksanaan 
praperadilan tidak diatur secara khusus 
sehingga pelaksanaanya dilakukan 
dengan mengadopsi hukum acara 
perdata, untuk perkara sengketa hal ini 
tidak tepat untuk hukum acara, karena 
                                                 
41 Leden Marpaung, Proses Penanganan 
Pekara Pidana Bagian Kedua, (Jakarta: Sinar 
Grafika,1995), halaman 406 
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hukum acara seharusnya sifatnya lex 
certa atau pasti.  
2. Analisa hukum terhadap Putusan Nomor 
01/Pra.Pid/2012/PN.TTD. Putusan yang 
dikeluarkan Majelis Hakim adalah 
menolak permohonan praperadilan para 
pemohon adalah tepat. Mengingat fakta 
hukum di dalam persidangan 
menunjukkan bahwa yang dilakukan 
termohon sudah terpenuhi sesuai 
dengan KUHAP. Adapun Putusan Nomor 
03/Pra.Pid/2012/PN.TTD. Putusan yang 
dikeluarkan Majelis Hakim dalam 
putusan ini adalah menolak permohonan 
praperadilan adalah tepat. Mengingat 
fakta-fakta hukum yang ada 
menerangkan bahwa penangkapan 
atas diri anak Pemohon oleh 
Termohon telah terpenuhi syarat formil 
penangkapan sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 17 KUHAP dan Pasal 18 
KUHAP.  
3. Peran hakim dalam mengadili keabsahan 
penahanan perkara dalam putusan 
praperadilan di Pengadilan Negeri 
Tebing Tinggi Deli adalah Memeriksa 
perkara melalui mekanisme 
praperadilan sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan dan 
berdasarkan praktek peradilan yang 
telah berjalan. Memberikan kesempatan 
kepada para pihak untuk membuktikan 
dalilnya masing-masing terkait dengan 
keabsahan penahanan. Memeriksa 
keabsahan dengan disadarkan pada 
syarat-syarat penahan di KUHAP dan 
memberikan putusan berdasarkan fakta-
fakta di persidangan dikaitkan dengan 
ketentuan yang berlaku. 
Pengaturan praperadilan dalam sistem 
hukum acara pidana di Indonesia diperlukan 
perhatian dan dukungan dari semua pihak, 
untuk itu disarankan :   
1. Pengaturan praperadilan perlu 
dilakukan Amandemen  terhadap 
Undang-undang (UU) atau setidaknya 
pengaturan lebih lanjut dari undang-
undang yang telah ada yang bentuknya 
bisa Peraturan Pemerintah (PP) ataupun 
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)  
adapun isinya antara lain :Penegasan 
tentang kewenangan praperadilan/objek 
praperadilan mengingat praktek 
pengadilan telah memperluas 
praperadilan.Pengaturan lebih lanjut 
tentang jangka waktu pemeriksaan 
hanya disebutkan 7 (tujuh) hari 
seharusnya ada ketegasan bahwa 7 
(tujuh) hari itu adalah 7 (tujuh) hari 
kerja.Pengaturan lebih lanjut tentang 
penentuan kapan praperadilan 
dinyatakan gugur. Apakah didasarkan 
pada tanggal berkas dilimpahkan ke 
Pengadilan Negeri atau saat hari pertama 
sidang perkara pokok dilakukan. 
Pengaturan lebih lanjut tentang siapa 
yang berwenang mengajukan 
praperadilan karena istilah pihak ketiga 
yang berkepentingan sering 
menimbulkan putusan tidak 
konsisten.Pengaturan tentang tata cara 
pemeriksaan praperadilan belum ada 
pengaturan yang lengkap. 
2. Peran hakim harus bisa untuk menggali 
hukum dalam rangka pelaksanaan 
praperadilan karena hukum acara 
praperadilan belum lengkap. 
3. Pemerintah seharusnya melakukan 
sosialisasi kepada masyarakat mengenai 
Praperadilan ini, Sehingga masyarakat 
dapat memahami praperadilan dan 
dapat berperan serta dalam 
praperadilan. 
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